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Lampiran 02. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaupaten Buleleng 
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Lampiran 03. Surat Izin Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng 
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Lampiran 04. Surat Izin Penelitian dari PT.PLN UP 3 BALI UTARA 
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Lampiran 05. Persyaratan Izin Penelitian Bebas Covid-19 Dari PT.PLN UP 3 

BALI UTARA 
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Lampiran 06. Transkrip Wawancara 

Narasumber I 

Nama     : Bapak I Gusti Putu Sudiana, S.E 

Jabatan   : Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng 

Hari, Tanggal  : Senin, 9 Agustus 2021 

Jam     : 09.00 Wita  

 

Pewawancara  : Selamat pagi pak, perkenalkan nama saya Cintya Ayu Deby. 

Saya  mahasiswa akhir Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan 

Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan penelitian 

mengenai efektifivas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan 

jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.  

Narasumber  : Nggih dik, perkenalkan nama bapak I Gusti Putu Sudiana, bapak 

menjabat sebagai Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten 

Buleleng. Ada yang bisa bapak bantu nggih? 

Pewawancara  : Nggih pak, saya ingin bertanya apakah pajak daerah yang 

direalisasi tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak 

yang ditetapkan nggih pak? 

Narasumber : Sebelumnya saya kontruksikan dulu bahwa penerimaan PAD 

sendiri terbagi atas empat perolehan, ada dari pajak daerah, 

retribusi daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan sumber 

penerimaan lain.  beberapa pajak daerah sudah melampaui target 

yang telah ditetapkan, dapat kita lihat penerimaan pajak daerah 

sendiri sudah cukup baik. 

Pewawancara : Lalu, untuk pajak penerangan jalan sendiri apakah sudah  

melampaui target yang di tetapkan nggih pak? 

Narasumber : Dari tabel penerimaan dapat kita lihat memang pajak penerangan 

jalan selalu masuk capaian tiga besar penerimaan pajak, namun 

karena pajak penerangan jalan bersifat riil atau dapat dilihat 

langsung maka sudah pasti penerimaanya cukup besar. 

Pewawancara : Lalu, apakah target pajak yang telah ditetapkan diawal dapat 

diubah dalam satu tahun anggaran nggih pak? 
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Narasumber : Bisa, target pajak itu kita tetapkan di awal karena kita melihat 

adanya potensi penerimaan pajak. target bisa sewaktu-waktu 

berubah apabila ada kejadian yang tidak diduga. Contohnya 

seperti sekarang yaitu covid-19 atau bom bali kita kan tidak tau 

atau siapa sih yang bisa menebak adanya kejadian tersebut. Jadi 

sebenarnya penetapan target sendiri dilihat dari potensi dan 

kemampuan masyarakat dalam membayar. Ada pertanyaan lagi 

dik? 

Pewawancara : Oh seperti itu pak, ada pak. Apakah penerimaan pajak 

penerangan jalan di Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan 

efektif? Khususnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 

pak. 

Narasumber : Penerimaan pajak penerangan jalan sudah efektif. karena seperti 

yang saya jelaskan pajak penerangan jalan sendiri tagihannya 

sudah langsung dibayarkan sehingga penerimaannya masuk terus. 

Dan dapat kita lihat capaian persentase penerimaannya untuk 

tahun 2015 adalah sebesar 110,98 %, tahun 2016 adalah sebesar 

102,58 %, tahun 2017 adalah sebesar 90,28 %, tahun 2018 adalah 

sebesar 86,58 %. tahun 2019 adalah sebesar 69,91 %. 

Pewawancara : Begitu nggih pak, Jika pajak penerangan jalan efektif atau tidak 

efektif apakah anggaran akan ditingkatkan atau diturunkan nggih 

pak? lalu apakah dengan hasil tersebut dapat mempengaruhi 

penentuan target pajak daerah tahun berikutnya nggih pak? Dan 

Apakah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya selalu 

mengalami kenaikan atau penurunan (fluktuasi)? 

Narasumber : Seperti yang saya jelaskan di awal target pajak ditentukan dari 

melihat adanya potensi penerimaan dan kemampuan membayar 

masyarakat. Efektif atau tidak efektifnya penerimaan pajak 

anggaran sendiri akan ditentukan sesuai potensi penerimaan. 

Setelah menemukan hasil maka target pajak akan ditentukan 

sesuai dengan perencanaan yang sudah disetujui oleh eksekutif 

dan legislatif. Dilihat dari perkembangan/pertumbuhan 
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kemampuan wilayah buleleng. Untuk realisasi penerimaanya 

sendiri, iya pasti ada fluktuasi entah penuruan atau kenaikan 

penerimaan kita melihat dari kemampuan wajib pajak dalam 

membayar. 

Pewawancara : Nggih pak, Jika salah satu pajak daerah tidak terpenuhi apakah 

akan meinumbulkan kendala? khususnya pajak penerangan jalan. 

Narasumber : Sudah pasti dik akan mengalami kendala. Ibaratnya pajak itu 

adalah pondasi rumah jika salah satu pondasinya hilang maka 

rumahnya akan jomplang. Apalagi pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar. Ya kalo pajak penerangan jalan tidak 

terpenuhi ya sudah pasti akan muncul berbagai masalah. 

Jangankan pajak penerangan jalan. Jika beberapa sumber pajak 

daerah lain tidak terpenuhi maka  pemerintah akan kesulitan 

dalam pengelolaan APBD. 

Pewawancara : Lalu pak, Apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten 

Buleleng sudah efisien? Khususnya pajak penerangan jalan. 

Narasumber : Nanti kan adik bisa menghitung tingkat efisiennya dari data 

keuangan yang saya berikan. Kalau tingkat efisien kan harus di 

hitung dengan data yang relevan. 

Pewawancara : Oh nggih pak, Apakah tingkat efisiensi pajak daerah dapat 

mempengaruhi penentuan biaya pemungutan pajak daerah tahun 

berikutnya? 

Narasumber : Nanti hasilnya adik lihat sendiri dari hasil perhitungan yang adik 

buat nggih. Dan untuk biaya pemungutannya tidak ada dik. 

Pewawancara   : Bagaimanakah cara penentuan biaya pemungutan pajak daerah? 

Narasumber : Biaya pemungutan apa masukdnya dik? Apakah biaya survey 

yang dilakukan. 

Pewawancara :Maksud dari biaya pemungutan itu bagaimana caranya 

menentukan biaya pajak yang dikenakan ke wajib pajak pak? 

Narasumber :Ohh.. maksudnya biaya pajak yang dikenakan. Bagaimana 

caranya ditentukan begitu? 

Pewawancara : Nggih pak. 
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Narasumber : Biayanya di tentukan sesuai dengan perda buleleng. 

Pewawancara : Ohh nggih pak, Apakah tingkat efisiensi pajak daerah dapat 

mempengaruhi penentuan biaya pemungutan pajak daerah tahun 

berikutnya? 

Narasumber   : Tidak ada kaitannya dik. 

Pewawancara  : Jika  biaya pemungutan (biaya admin) pajak daerah dinaikkan 

apakah akan dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak 

daerah melampaui target pajak daerah yang telah ditetapkan? 

Narasumber    : Tidak ada dik, karena dari BPKPD tidak ada biaya pemungutan 

jadi berapa tagihan yang di keluarkan segitu yang dibayarkan 

untuk pajak penerangan jalan. Biaya admin itu timbul dari 

provider yang bekerja sama dengan kami. 

Pewawancara  : Bagaimanakah peranan/kontribusi pajak daerah khususnya pajak 

penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Buleleng khususnya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019? 

Dan apakah kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya?  

Narasumber   : Nah untuk kontribusi kan nanti bisa dihitung dik. Nanti dilihat 

hasilnya berapa persen kontribusi Pajak Penerangan Jalan untuk 

PAD. Untuk fluktuasinya sendiri nanti adik bisa lihat dan 

jabarkan dari hasil perhitungan yang adik buat. 

Pewawancara : Nggih baik pak, lalu faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi tercapainya target pajak di Kabupaten Buleleng 

khususnya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nggih pak? 

Narasumber    : Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tercapainya target pajak, 

untuk kasus pajak penerangan jalan sendiri karena dia pajaknya 

otomatis terpotong setiap masyarakat melakukan transaksi tagihan 

listrik baik pulsa atau tagihan prabayar maka kemapuan 

maysrakat menjadi salah satu faktor penting. Tapi untuk pajak 

lain mungkin kesadaran masyarakat akan melek pajak yang 

meningkatkan penerimaan pajak di buleleng. 
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Pewawancara  : Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pemungutan 

pajak atau realisasi target pajak? Khususnya pajak penerangan 

jalan? 

Narasumber    : Seperti yang bapak jelaskan diawal. Jika ada bencana alam, atau 

pandemik, atau kejadian yang tidak terduga itu bisa 

mempengaruhi tidak tercapainya target pajak. tapi untuk pajak 

penerangan jalan saya yakin bisa terpenuhi namun untuk tahun 

2020 sampai sekarang mungkin mengalami penurunan karena 

banyak hotel ditutup. Pajak penerangan jalan kan juga mendapat 

sumbang asih dari hotel. Contohnya hotel sebelum pandemi kan 

listrik menyala 24 jam yang mana tagihannya missal 20 juta 

sekarang karena adanya pandemi mungkin hotel berhemat dan 

tagihannya turun. Paham kan dik maksudnya? 

Pewawancara : Nggih pak, lalu Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam 

meningkatkan penerimaan pajak daerah? Khususnya pajak 

penerangan jalan. 

Narasumber    : Kalo untuk pajak daerah lain sudah ada beberapa gebrakan yang 

di keluarkan bpkpd contohnya jemput bola ke rumah masyarakat, 

ada juga mobil yan starpa. Sedangkan untuk pajak penerangan 

jalan seperti yang kita ketahui kan aksesnya lebih mudah bisa di 

PT.PLN sendiri, atau di indomaret atau provider yang 

bekerjasama dengan PT.PLN. Lagipula pajak akan otomatis 

terpotong ketika maysrakat membayar tagihan. Misalnya 

masyarakat beli pulsa listrik 100.000 ribu maka akan dipotong 

10% sebagai pajak penerangan jalan.  

Pewawancara : Adakah pengadaan sosialisasi kepada wajib pajak yang 

dilaksanakan di Kabupaten Buleleng? Melalui media apa? 

Narasumber    : Biasanya kami update infomasi di facebook, di web resmi BPKPD 

juga ada, di youtube juga, kami pasang juga baliho-baliho untuk 

mengedukasi masyarakat. 
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Pewawancara  : Adakah penetapan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak 

membayar kewajibannya? dan ada kesulitan yang dihadapi dalam 

penegakan sanksi pajaknya? 

Narasumber    : Ada tapi untuk kasus pajak penerangan jalan. Biasanya tidak ada 

ketelatan dalam pembarayan karena biasayanya dalam penagihan 

ada batas waktu 15 hari, kemudian dalam membayarkan ada jeda 

waktu 30 hari kerja. Jadi PT.PLN biasanya masih masuk kategori 

tepat waktu. 

Pewawancara  : Yang terakhir pak Selain hambatan yang timbul dari Wajib Pajak, 

adakah hambatan/kendala yang timbul dari staf penagihan? 

Narasumber    : ada dik, dari SDM kita biasanya, kadang kita kekurangan orang 

juga untuk terjun langsung kelapangan. Tapi masih bisa di atasi. 

Sudah habis pertanyaannya dik ? 

Pewawancara : Sudah pak, terimakasih banyak Pak atas kesediaannya untuk 

diwawancara.  

Narasumber : Iya dik, sama-sama dik semoga cepat selesai.
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Narasumber II 

Nama    : Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi, S.E 

Jabatan  : Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD Kab.Buleleng 

Hari, Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021 

Jam    : 10.00 Wita 

 

Pewawancara  : Selamat pagi bu, perkenalkan nama saya Cintya Ayu Deby. Saya  

mahasiswa akhir Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan 

Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan penelitian 

mengenai efektifivas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan 

jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.  

Narasumber    : Nggih dik, cintya ya tadi namanya, perkenalkan nama saya Putu 

Ayu Mira Kusuma Dewi, saya menjabat sebagai Kasubid 

Pelayanan dan Evaluasi BPKPD Kab.Buleleng.  Ada yang bisa di 

bantu nggih? 

Pewawancara  : Saya ingin bertanya bu, apakah pajak daerah yang direalisasi 

tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak yang 

ditetapkan nggih? Dan untuk pajak penerangan jala sendiri 

bagaimana nggih bu? 

Narasumber    : Seperti data yang saya kasih adik kemarin, yang rekapan pajak 

daerah itu. Kan terlihat disana ada beberapa pajak daerah yang 

sudah berhasil mencapai target yang telah di anggarkan. 

Sementara untuk pajak penerangan jalan sendiri sudah cukup 

bagus karena setidaknya masuk ketiga besar penerimaan pajak 

setiap tahunnya walaupun di tahun 2017 sampai 2019 ada 

penurunan penerimaan. Tapi itu masih bisa di katakan wajar. 

Pewawancara  : Begitu nggih bu, lalu apakah target pajak yang telah ditetapkan 

diawal dapat diubah dalam suatu tahun anggaran bu? 

Narasumber    : Sepertinya pertanyaan ini sudah di jawab bapak kasubid tadi 

nggih. Target pajak bisa diubah jika ada keadaan yang memang 

memaksa untuk dilakukan perubahan namun harus di tinjau 

terlebih dahulu oleh eksekutif dan legistalif. Baru bisa di sepakati 

untuk perubahannya. 
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Pewawancara  : Nggih bu, lalu Apakah penerimaan pajak penerangan jalan di 

Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan efektif? Khususnya 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dan  apakah tingkat 

efektivitas dari pajak penerangan jalan dapat mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah nggih bu? 

Narasumber : Dari data dapat kita lihat tahun 2015 sampai 2016 pajak 

penerangan jalan sudah mencapai target dengan persentase 

110,98% dan 102,58%. Sedangkan tahun berikutnya mengalami 

penurunan penerimaan dari target yang ditetapkan tapi masih 

dalam batas wajar. Untuk tahun 2019 sendiri kenapa capaiannya 

agak rendah karena ya covid itu sendiri kita tidak bisa menebak 

bahwa covid akan ada dan menghambat penerimaan pajak 

penerangan jalan. Tingkat efektivitas bisa mempengaruhi capaian 

target tapi penentuan target pajak selalu di tinjau dari potensi dan 

kemampuan daerah. 

Pewawancara  : Lalu bu, apakah penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng 

sudah efisien? Khususnya pajak penerangan jalan. 

Narasumber    : Untuk efisien bisa adik hitung dulu dari data yang saya berikan, 

dari persentase yang adik peroleh bisa adik tentukan apakah pajak 

tersebut sudah efisien atau belum. Soalnya itu punya bagian 

pembukuan ibu kurang memahami perhitungan disana. Ada 

pertanyaan lain dik? 

Pewawancara  : Nggih bu, tadi bapaknya juga menjelaskan seperti itu. Ada bu. 

Jika biaya pemungutan pajak daerah dinaikkan apakah akan dapat 

menyebabkan realisasi penerimaan pajak daerah melampaui target 

pajak daerah yang telah ditetapkan nggih bu? 

Narasumber    : Kita tidak ada biaya pemugutan dik. Jadi tidak ada kaitanya jika 

biaya pemugutan diaikkan atau diturukan. biaya pemugutan itu 

biasanya timbul dari provider atau organisasi yang berkeja sama 

dengan kami. Contohnya pos. kalo adik bayar pajak lewat pos ada 

biaya admin yang dikenakan oleh pos dan itu masuk ke dalam 

penerimaan pos bukan ke BPKPD. Untuk pajak penerangan jalan 
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sendiri biaya adminnya akan masuk ke provider dimana wajib 

pajak melakukan pembayaran atau pembelian listrik. Dan untuk 

pajaknya sendiri biasanya otomatis akan terpotong 10% dari total 

tagihan yang di miliki masyarakat. Misalnya adik bayar listrik 

450.000 ribu, 450.000 tersebut dikalikan 10%. Jadi 45.000nya itu 

termasuk pajak yang dikenakan. 

Pewawancara  : Berarti setiap melakukan pembayaran listrik otomatis ada 10% 

pajak yang langsung terbayar nggih bu. 

Narasumber : Iya dik. Ada pertanyaan lagi ? 

Pewawancara : Bu, saya kan dapat data ini dari PT.PLN, kenapa tahun 2015 

sampai 2018 tagihan penerimaanya dibagi menjadi tiga wilayah 

bu?, ada yang dari  AJ Bali Selatan, AP Prima Bali, dan Area Bali 

Utara itu bagaimana nggih bu? 

Narasumber  : Pertanyaan yang bagus, saya juga kurang paham tentang 

pembagian wilayah ini. PT.PLN agak sedikit kurang terbuka 

tentang informasinya. sebentar nggih dik saya telpon pihak dari 

PT.PLN dulu. 

Narasumber    : Nggih bu. 

Pewawancara : Oh begini dik, kenapa penerimaan pajak penerangan jalan dibagi 

menjadi tiga wilayah karena ada beberapa masyarakat yang 

tinggal diluar kabupaten buleleng namun memiliki rumah atau 

aset di buleleng. Sehingga setiap kali melakukan pelunasan 

tagihan maka pajak tersebut akan masuk ke kabupaten buleleng. 

Wilayah itu sendiri digambarkan sebagai wilayah dimana wajib 

pajak membayar pajaknya. Misalnya ia tinggal di Denpasar tapi 

membayar tagihan ke buleleng. Itu sudah termasuk ke wilaya AJ 

Bali Selatan. Wilayah AP Bali Selatan sendiri terdiri dari wilayah 

di Bali Selatan. Sedangkan untuk AP Prima itu termasuk ke wajib 

pajak golongan menengah bisa dari area Bali Selatan atau Bali 

Utara. AP Prima sendiri merupakan organisasi-organisasi yang 

memiliki tagihan listrik golongan besar dan semenjak 2019 sudah 

digabung menjadi satu aera di Bali Selatan dan Utara. Dan untuk 
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Bali Utara sendiri ya pelanggan yang membayar di kabupaten 

Buleleng.  

Pewawancara : Seperti itu nggih bu, saya baru paham. Lalu bu, bagaimanakah 

peranan/kontribusi pajak daerah khususnya pajak penerangan 

jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng 

khususnya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019? 

Narasumber : Untuk persentase angka kan adik nanti menghitung sendiri. 

Sedangkan untuk yang terlihat saja jelas pajak daerah 

memberikan peran atau kontribusi besar bagi kabupaten buleleng. 

Dari pajak daerah yang diterima pemerintah bisa membangun 

infrastruktur, fasiltas umum, dan beberapa manfaat yang bisa 

dinikmati masyrakat walaupun tidak semerta-merta dapat 

dirasakan langsung. Misalnya perbaikan jalan. Untuk pajak 

penerangan jalan sendiri ya sudah pasti berkontribusi karena 

memang pemasukan pajak penerangan jalan itu selalu dibayarkan 

riil jadi penerimaannya pun selalu bisa dikelola oleh bpkpd setiap 

tahunnya meskipun tahun 2019 ada penurunan penerimaan. 

Pewawancara : Nggih bu, lalu apakah kontribusi pajak daerah mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya nggih bu? Khususnya pajak penerangan 

jalan. 

Narasumber : Fluktuasi selalu ada karena penerimaan pajak sendiri tidak bisa 

kita prediksi apakah akan mencpai target atau tidak. Apalagi di 

situasi pandemi. Namun penentuan target sendiri sudah 

didasarkan dengan potensi dan kemampuan yang ada di 

kabupaten buleleng. 

Pewawancara : Bu apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam 

pemungutan pajak atau realisasi target pajak? Khususnya pajak 

penerangan jalan. 

Narasumber : Sejauh ini tidak ada hambatan untuk pemungutan pajak 

penerangan jalan dik, Cuma PT.PLN agak sedikit kurang terbuka 

saja mengenai alur penerimaan pajak penerangan jalan ini. Selain 

itu belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non 
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PT.PLN juga.  Namun kendalanya hanya itu saja karena ketika 

SPTPD sudah diterima biasanya PT.PLN sudah membayarkan 

tagihannya. Di bilang keterlambatan juga tidak ada karena 

sebelum membayar ada jeda waktu kerja yang diberikan dalam 

proses pembayaran. Ini saya perlihatkan contoh SPTPD dari 

PT.PLN. 

Pewawancara : Terima kasih bu, saya boleh minta contoh SPTPD nya tidak bu? 

lalu bu untuk pertanyaan terakhir, Selain hambatan yang timbul 

dari Wajib Pajak, adakah hambatan/kendala yang timbul dari staf 

pelayanan? 

Narasumber : Ini dik sudah saya kirimkan ke wa ya. Untuk hambatan tidak ada 

dik, dari pelayanan tidak ada hambatan apapun dalam penagihan 

pajak. sudah semua pertanyaanya dik? 

Pewawancara : Iya, sudah bu. Terima kasih. 

Narasumber : Iya dik kalau nanti ada pertanyaan atau jawaban yang masih 

kurang jelas atau dipahami silahkan ditanyakan lagi kesini atau 

wa nomer ibu ya. 

Pewawancara : nggih bu, Terima kasih.
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Narasumber III 

Nama    : Ibu Miliana 

Jabatan  : Analis Kondesekutif PT.PLN UP 3 Bali Utara 

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021 

Jam     : 10.00 Wita 

 

Pewawancara  : Selamat pagi bu, perkenalkan nama saya Cintya Ayu Deby. Saya  

mahasiswa akhir Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan 

Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan penelitian 

mengenai efektifivas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan 

jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.  

Narasumber   : Nggih dik, perkenalkan nama ibu, Ibu Miliana. Ibu menjabat 

sebagai Analis Kondesekutif PT.PLN UP 3 Bali Utara. Ada yang 

bisa ibu bantu nggih? 

Pewawancara  : Begini bu, saya kan sudah melakukan wawancara di BPKPD 

sebelumnya, Apakah pajak penerangan jalan yang direalisasi 

tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak yang 

ditetapkan nggih bu? 

Narasumber   : Maaf dik, di PT.PLN untuk penentuan atau penetapan target 

maupun realisasi pajak penerangan jalan kita kurang tau ya. 

Karena itu yang menanngani adalah BPKPD. Tugas PT.PLN 

hanya mengumpulkan dan memberikan pajak penerangan jalan ke 

BPKPD. Tapi kalo melihat dari data memang capaian 

penerimaanya cukup besar. 

Pewawancara : Oh nggih bu, lalu masalah pengenaan biaya pemungutan. 

Apakah ada pungutan biaya lain di PT.PLN selain pajak 

penerangan jalan (10%) yang di kenakan setiap pelanggan 

melakukan transaksi pembayaran listrik nggih bu? 

Narasumber : Di PT.PLN sendiri tidak ada biaya pemugutan dik. Pajak 

penerangan jalan itu pengenaannya otomatis ketika pelanggan 

melakukan transaksi pembelian listrik. Setiap transaksi otomatis 

10% kena pajak penerangan jalan kecuali industri dikenakan 3%. 
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Pewawancara : Ohh nggih bu, apakah penerimaan pajak penerangan jalan di 

Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan efektif? Khususnya 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Narasumber : Untuk efektif atau tidaknya, saya kurang tau dik ya. Tapi kalau 

dilihat dari perolehan sebenernnya penerimaannya cukup efektif 

karena ya itu pajak penerangan jalan sendiri tagihannya 

dikenakan secara otomatis jadi pelanggan otomatis sudah 

membayar pajak penerangan jalan. 

Pewawancara : Ohh jadi kalau saya beli pulsa atau membayar listrik berapapun 

itu untuk kebutuhan rumah itu sudah masuk termasuk membayar 

pajak penerangan jalan nggih bu ? 

Narasumber : Iya sudah. 

Pewawancara : Lalu bu, bagaiamana cara PT.PLN menentukan pemungutan 

biaya Pajak Penerangan Jalan? 

Narasumber : Penentuan pembayaran pajak itu sendiri sudah ada M.O.U nya 

sendiri atau nota kepakatan antara pemerintah dik. Saya kurang 

tau ya karena itu kebijakan perusahaan dan pemerintah. Pada 

intinya itu sudah ditetapkan sesuai dengan golongan tarif 

kemampuan masyarakat.  

Pewawancara : Lalu bu, mengapa PT.PLN menangani Pajak Penerangan Jalan? 

Narasumber : PT.PLN atau Perusahaan Listrik Negara atau nama resminya 

yaitu PT PT.PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang 

mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PLN 

merupakan satu-satunya penyedia jasa listrik di Indonesia. Untuk 

pajak penerangan jalan, pajak itu kan otomatis dikenakan ke 

pelanggan setiap melakukan pembayaran tagihan jadi secara 

otomatis PT.PLN menangani pengenaan pajak penerangan jalan. 

Pewawancara : Begitu ya bu, lalu mengapa jumlah tagihan pajak penerangan 

jalan bisa stabil walaupun tiga tahun terakhir belum mencapai 

target bu ? 

Narasumber   : Itu saya kurang tau ya mungkin karena penerimaan pajak juga 

cukup baik di tahun-tahun itu. 
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Pewawancara : Apakah ada kendala/hambatan yang di hadapi dalam 

pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng tahun 

2015-2019 bu? 

Narasumber : Kendalanya si tidak ada karena pajak penerengan jalan ini 

sendiri pengenaannya sudah otomatis ketika melakukan transaksi 

tagihan listrik. Mungkin ke kesadaran masyarakat saja dalam rajin 

membayarkan tagihan listriknya tidak sampai melewati tanggal 

20 setiap bulannya. 

Pewawancara : Lalu bu, adakah sanksi yang ditetapkan apabila ada pelanggan 

yang telat membayar tagihan ? 

Narasumber : Ada. Di PT.PLN sendiri ada biaya yang dikenakan jika 

pelanggan telat membayarkan tagihannya setiap lewat dari 

tanggal 20. Biaya keterlambatan dikenakan sesuai dengan tarif 

golongan pelanggan. Jika masih tetap tidak membayar maka akan 

dilakukan pemutusan listrik. 

Pewawancara : Bu kalau sudah diputus, apa yang harus dilakukan pelanggan 

listrik? 

Narasumber : Kalau sudah terputus, mau tidak mau pelanggan harus 

membayar tagihan sebelumnya kemudian melalukan pemasangan 

listrik baru. Jadi pelanggan mengajukan pemasangan listrik 

seperti pelanggan baru. 

Pewawancara : Begitu ya bu. Oiya bu, Apakah PT.PLN memiliki akses/media 

pembayaran yang memudahkan pelanggan dalam membayar 

tagihannya ? 

Narasumber : Pembayaran listrik sendiri sudah sangat mudah, bisa melalui 

bank, PT.PLN, indomaret atau toko online dan bisa melalui 

masyarakat yang sudah bekerja sama dengan PT.PLN. Jadi 

menurut saya PT.PLN sendiri sudah memiliki akses yang 

memudahkan masyarakat untuk membayar tagihannya. 

Pewawancara : Selain hambatan yang timbul dari pelanggan. Adakah kendala 

yang dihadapi oleh staf PT.PLN dalam penagihan pajak di 

Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019? 
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Narasumber : Kalau dari staf PT.PLN tidak ada ya, karena seperti yang sudah 

saya jelaskan pajak penerangan jalan sudah otomatis masuk ke 

setiap tagihan pelanggan dan akses pembayarannya sendiri sudah 

sangat mudah. Mungkin kendalanya hanya belum ditetapkannya 

pengenaan pajak listrik non-PLN. Untuk masalah listrik non-pln 

sendiri sedang dibahas penetapannya. Ibu belum dapat informasi 

terbarunya. 

Pewawancara  : Nggih bu, Adakah pengadaan sosialisasi tentang pajak 

penerangan jalan kepada pelanggan di Kabupaten Buleleng tahun 

2015-2019? 

Narasumber : Diknya pernah liat baliho di tamkot itu. Itu salah satu cara 

PT.PLN mengsosialisasikan pajak penerangan jalan. PT.PLN 

bekerja sama dengan BPKPD dan bapak bupati. Selain itu di web 

PT.PLN juga ada beragam sosialisasi mengenai pajak penerangan 

jalan dan pembayaran listrik itu sendiri. Kemudian ada pengadaan 

kebijakan pemerintah kemarin yang listrik 450 watt gratis 

sewaktu awal-awal pandemi. 

Pewawancara : Nggih bu, kemarin saya sempat dijelaskan di BPKPD. 

Pertanyaan terakhir saya bu faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi tercapainya target pajak di Kabupaten Buleleng 

tahun 2015-2019? 

Narasumber : Ohh sudah terakhir ya, kalau tercapainya mungkin kesadaran 

masyarakat dalam membayar tagihan kali dik ya. Karena pajak 

penerangan jalan kan sudah otomatis masuk tagihan pelanggan. 

Jadi kalau minat dan kemampuan membayar masyarakat menurun 

otomatis penerimaanya juga menurun. 

Pewawancara : Terima kasih bu atas informasinya. 

Narasumber : Iya dik kalau nanti ada pertanyaan atau jawaban yang masih 

kurang jelas atau dipahami silahkan ditanyakan lagi kesini 

Pewawancara : Nggih bu. 
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Narasumber IV 

Nama    : Bapak Rudy Kurniawan 

Jabatan  : Staf Pemasaran dan Pelayanan PT.PLN UP 3 Bali Utara 

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021 

Jam    : 11.00 Wita 

 

Pewawancara  : Selamat pagi mejelang siang pak, perkenalkan nama saya Cintya 

Ayu Deby. Saya mahasiswa akhir Universitas Pendidikan 

Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Disini saya melakukan 

penelitian mengenai efektifivas, efisiensi, dan kontribusi pajak 

penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten 

Buleleng.  

Narasumber   : Selamat pagi. Nggih, perkenalkan nama saya Rudy Kurniawan. 

Saya sebagai Staf Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT.PLN 

UP 3 Bali Utara. Ada yang bisa saya bantu? 

Pewawancara  : Begini pak, saya kan sudah melakukan wawancara di BPKPD 

sebelumnya, Apakah pajak penerangan jalan yang direalisasi 

tahun 2015 sampai 2019 telah melampaui target pajak yang 

ditetapkan nggih pak? 

Narasumber   : Gini dik, sama seperti yang dijelaskan Bu Miliana, kalau 

masalah target pajak PT.PLN kurang memahami masalah tersebut 

karena tidak berkaitan, yang memiliki wewenang adalah BPKPD. 

Pewawancara  : Oh nggih pak, lalu masalah pengenaan biaya pemungutan. 

Apakah ada pungutan biaya lain di PT.PLN selain pajak 

penerangan jalan (10%) yang di kenakan setiap pelanggan 

melakukan transaksi pembayaran listrik nggih pak? 

Narasumber   : Baik, di setiap tagihan pelanggan unsur yang terdapat disana itu 

yang pertama pajak penerangan jalan itu sendiri, kedua jika 

pelanggan telat membayar tagihan listrik di atas tanggal 20 maka 

pelanggan dikenakan biaya keterlambatan. Yang ketiga ada biaya 

materai. Mungkin biaya lain yang muncul merupakan biaya 
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administrasi transasksi pembayaran ketika menggunakan jasa 

pembayaran misalnya melakukan pembayaran via Bank 

dikenakan admin bank atau di Indomaret dan e-commerce. Biaya 

admin sendiri di luar kebijakan PT.PLN. Untuk biaya 

pemungutan sendiri itu dari PT.PLN tidak ada. Kalau murni dari 

sisi PT.PLN ya tiga biaya tersebut, pajak penerangan jalan, 

tagihan listrik itu sendiri, dan biaya keterlambatan jika pelanggan 

telat membayar diatas tanggal 20. 

Pewawancara :  Biaya materai yang dikenakan itu untuk transaksi apa ya pak ? 

Narasumber : Biaya materai sendiri timbul jika pelanggan melakukan 

pembayaran diatas lima atau sepuluh juta, biaya materai yang 

dikenakan sepuluh ribu. 

Pewawancara : Ohh nggih pak, apakah penerimaan pajak penerangan jalan di 

Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan efektif? Khususnya 

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Narasumber : Sama seperti yang dibilang ibu Miliana, saya kurang tau ya mba 

efektif atau tidaknya tapi kalau dilihat dari penerimaan mungkin 

di kategorikan cukup efektif karena penerimaanya ada terus.  

Pewawancara : Begitu ya pak, lalu pak bagaiamana cara PT.PLN menentukan 

pemungutan biaya Pajak Penerangan Jalan? 

Narasumber : Biaya pengenaan pajak 10% kepada pelanggan itu sudah sesuai 

dengan undang-undang ya mba, cara penentuannya saya kurang 

tau karena itu langsung dari pusat. Kalau pengenaan pajaknya 

mengikuti daerah. Pada umumnya si 10%. Di kabupaten Buleleng 

sendiri 10%. 

Pewawancara : Nggih pak, mengapa PT.PLN menangani Pajak Penerangan 

Jalan? 

Narasumber : Pajak penerangan jalan itu kan timbul dari tagihan listrik yang di 

bayarkan pelanggan nggih ya mba, nah PT.PLN sebagai penyedia 

jasa listrik kan otomatis menangani segala urusan yang berkaitan 

dengan tenaga listrik jadi pajak itu sudah termasuk ke urusan 
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tagihan listrik karena muncul otomatis setiap pelanggan 

melakukan transaksi tagihan listrik. 

Pewawancara : Mengapa jumlah tagihan pajak penerangan jalan bisa stabil 

walaupun tiga tahun terakhir belum mencapai target pak ? 

Narasumber :  Stabil yang bagaimana ya mba, dilihat stabil atau tidaknnya 

belum keliatan ya mba ya itu karena masyarakat pasti membayar 

listrik, otomatis pajak penerangan jalan juga terbayarkan. Coba 

bayangkan banyak masyarakat yang menunggak ya otomatis 

pemasukan pajak penerangan jalan juga tidak ada. Jadi bisa 

dikatakan stabil atau tidak masih belom tentu mba. Tapi kalau 

dilihat dari penerimaan mungkin bisa dikatakan stabil. 

Pewawancara : Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pemungutan 

pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 

pak? 

Narasumber : Kendala atau hambatannya tidak ada ya mba, Cuma kesadaran 

dan minat masyarakat dalam membayar tagihan listrik saja 

mungkin yang perlu ditingkatkan. Karena potensi pajak 

penerangan jalan ini cukup tinggi di kabupaten Buleleng. 

Mengingat Buleleng memiliki luas wilayah yang besar di Bali. 

Pewawancara : Adakah sanksi yang ditetapkan apabila ada pelanggan yang 

telat membayar tagihan pak ? 

Narasumber : Untuk sanksi, biasanya dari PT.PLN akan memeberikan 

tenggang waktu dalam membayar tagihan samapai tanggal 20 di 

setiap bulannya. Jika di abaikan maka akan diputus sementara dan 

jika masih diabaikan maka akan diputus total. 

Pewawancara : Darimana ya kita tau jika harus memutus listrik pelanggan pak? 

Narasumber : Mbanya tau kan yang sering ngecek-ngecek listrik kerumah itu, 

nah kita bekerja sama dengan itu. Dari pihak ketiga kita tau 

pelanggan mana yang abai. Jadi jika tidak dipedulikan ya 

otomatis listrik pelanggan tersebut akan diputus. Dan jika diputus 

pelanggan harus melunasi tagihan lama. Sebelum bisa meminta 
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sambungan baru. Selain itu pelanggan yang seperti ini sudah di 

tandai di PT.PLN. Sebagai pelanggan tidak tertib. 

Pewawancara : Apakah PT.PLN memiliki akses/media pembayaran yang 

memudahkan pelanggan dalam membayar tagihannya pak? 

Narasumber : Ada mba, PT.PLN sudah sangat memudahkan pelanggannya 

dalam membayarkan tagihannya. Bisa melalui Bank, kantor pos, 

indomaret atau dari hp juga bisa lewat e-commerce. 

Pewawancara : Selain hambatan yang timbul dari pelanggan. Adakah kendala 

yang dihadapi oleh staf PT.PLN dalam penagihan pajak di 

Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 pak? 

Narasumber : Tidak ada ya mba karena pembayaran pelanggan sendiri kan 

sudah beragam dan memudahkan pelanggan. Dari staf PT.PLN 

sendiri tidak ada kendala karena kita sudah otomatis menerima 

langsung pajaknya sebelum listrik digunakan.  

Pewawancara : Adakah pengadaan sosialisasi tentang pajak penerangan jalan 

kepada pelanggan di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 pak? 

Narasumber :  Ada mba seperti yang di jelaskan bu Miliana tadi. Yang kita 

pasang baliho di Tamkot itu. PT.PLN bekerja sama dengan 

BPKPD dan bapak bupati. Selain itu di web PT.PLN juga ada 

beragam sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan dan 

pembayaran listrik itu sendiri. Dan yang kebijkan kemarin itu kan 

disosialisasikan besar-besaran yang subsidi 50% listrik pelanggan 

gol. 900 watt dan gratis untuk gol. 450 watt. Selain itu ada biaya 

penambahan daya gratis.  

Pewawancara : Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya target 

pajak di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 pak? 

Narasumber : Mungkin kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan listrik 

saja mba. Karena masih ada beberapa masyarakat yang kadang 

telat bayar. Untuk tahun 2019 dan 2020 mungkin karena adanya 

pandemi ada sedikit penurunan penerimaan tapi untuk pajak 

penerangan jalan masih dikategori aman mba. Ada pertanyaan 

lagi mba? 
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Pewawancara : Begini pak, saya kan dapat data kemarin, nah kenapa tahun 2015 

sampai 2018 tagihan penerimaanya dibagi menjadi tiga wilayah 

pak?, ada yang dari  AJ Bali Selatan, AP Prima Bali, dan Area 

Bali Utara itu bagaimana nggih pak? 

Narasumber : Sebelumnya saya jelaskan dulu. Penerimaan listrik di Kabupaten 

Buleleng di bagi menjadi tiga wilayah yaitu AJ Bali Selatan, AP 

Prima Bali, dan Area Bali Utara. AJ Bali selatan itu wilayah bali 

selatan seperti Denpasar dan lain-lain. AP Prima Bali itu 

golongan listrik menengah ke atas. dan Area Bali Utara ya 

Kabupaten Buleleng. Dan di tahun 2019 AP Prima Bali sudah 

dihapuskan. Dan golongan tarifnya sudah di pecah ke AJ Bali 

selatan dan Area Bali Utara. Wilayah itu sendiri digambarkan 

sebagai wilayah dimana tagihan pelanggan itu muncul. Misalnya 

ia tinggal di Denpasar dan memiliki rumah di Buleleng tapi 

membayar tagihannya di Denpasar ke Buleleng. Otomatis 

pelanggan tersebut masuk ke wilayah AJ Bali Selatan. Sebaliknya 

jika ia tinggal di Singaraja memiliki tagihan di Denpasar maka 

tagihannya akan masuk ke wilayah Area Bali Utara. Pajak yang di 

terima masing-masing wilayah akan otomatis di laporkan ke 

wilayah masing-masing. Maka dari itu Penerimaan listrik dibagi. 

Pewawancara : Seperti itu nggih pak, saya baru paham. terima kasih. 

Narasumber : Nggih sama-sama. 
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Lampiran 07. Dokumentasi Penelitian 

 

Pelayanan Wajib Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng (Observasi pada tanggal 25 Mei 

2021) 

 

 

Wawancara dengan Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng 

Bapak I Gusti Putu Sudiana 
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Wawancara dengan Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD 

Kab.Buleleng Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi 

 

Wawancara dengan Ibu Miliana dan Bapak Rudy Kurniawan dari 

PT.PLN UP 3 BALI UTARA 
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Lampiran 08. Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020 
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Lampiran 09. Realisasi Penyetoran Hasil Penagihan Pajak Peneranga Jalan 

Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 
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Lampiran 10. Jumlah Pelanggan Pajak Penerangan Jalan Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020 
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Lampiran 11. Contoh SPTPD Pajak Peneranga Jalan Kabupaten Buleleng 
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